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MENT'Efll KESEHATAH 
kEPUBLIK INOONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBL'K INOONESIA 
NOMOR 558/MENKES/PERNll/2006 .-

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BALAI BESAR LABORA TORIUM KESEHATAN 

MENTER! KESEHATAN REPUBL'K INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kerrampuan dan 

Mengingat 

cakupan pelayanan rujukan laboratori'Jm kesehatan secara 
regional perfu dilakukan penataan dan peningkatan 
kelembagaan Balai Laboratorium Kesei1atan di lingkungan 

~ Departemen Kesehatan; 
b. bahwa Keputusan Me:n!eri Kesehatan Nomor 

1063/Menkes/SK/IX/2004 tentang Crganisasi dan Tata 
Kerja l.Jnit Pela"sana Teknis di Bic'ang Laborat·:>rium 
Kesehatan sudah tidak sesuai fagi; 

c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka 
perlu ditetapkan kembafi Organisasi dan Tata Ke~a Balai 
Besar Laboratorium Kese.hatan dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomo.r 23 Tahun 1982 te.ntang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1932 Nomor 100, Tambahan 
Lembe1ran Negara Nomor 3495); 

2. Undang-Undang .Nomor 32 Tahun . 2G04 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negarn ~omor 4437); 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturatl Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

4. Peraturan Presiden Nomor 1 O Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselor. I sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005; 

5. Keputusan Menteri Kesehat~m Nomor 
364/Menkes/SK/lll/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; 

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pcdoman Organisasi 
Unit Pelaksana Teknjs di Lingkungan Departemen dan 
Lembaga Pemerintah Non Departemen; . 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1575/Menkes/Per/Xl/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Oepartemen Kesehatan; 



' ..-. 

I ' r -·· 

MENTERI KESEHATAH 
REPUBUK IHOONEStA 

Memperhatikan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan 
surat nomor 8/1658.1/M.PAN/6/'2006 tanggal 30 Juni 2006; 

MEMUTUSi<AN: 

Menetapkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG 8ALAI 8ESAR LAB~RATORIUM K,ESEHATAN. 

8f,8 I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FLJNGSI 

Pasal 1 

(1) Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebul Balai Besar 
Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan 

Iii 

yang berada di bawah dan bertanggung jawat k~pada Direktorat Jenderal Bina 
Pefayanan Medik. 

(2) Bafai Besar L3bkes masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam 
melaksanal<an tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat 
Bina Pelayanan Penunjang Medik. 

·Pasal 2 

Balai Besar Labkes mempunyai tugas melaksanar.an perencanaan, koordinasi. 
pelaksanaan <Jan evaluasi pemeriksaan lpboratorium klinik dan laboratorium 
kesehatan masyarakat, rujukan, pendidikan dan pelatihan teknis serta penelitian 
dan pengembangan. 

Pasal3 
f 

' Dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar 
Labkes menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan, koordinasl, pelaksanaan dan evaluasi ~emeriksaan laboratorium 

klinik; 
b. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriks2an laboratorium 

kesehatan masyarakat; 
c. pemantapan mutu internal dan ekstemal; 
d. pelaksanaan jejaring ke~a dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan; 
e. perencanaan, koordinas.i, pelaksanaan dan evaluasi rujukan; · 
f. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan 

teknis; 
g. perencauaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan 

pengembangan; 
· h. pelaksana3n urusan tata usaha. 

2 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

Balai Besar Labkes terdiri dari: 
a. Bagian Tata Usaha; 
b. Bldang Laboratorlum Klfnlk da·n Laboratorfum Kesehatan Masy~rskat· 
c. Bidang Pengendalian Mutu; 
d. Kelompoi< Jabatan Fungsionar. 

Pasal 5 

Struktur Organisasi Balai Besar Labkes adalah sebagaimana terdapat pada 
Lampiran I Pr:raturan ini. 

Pasal 6 

~ 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, 
pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, 
kepegawaian. kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata 
Usaha menyeienggarakan fung~i: 
a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan laporan; 
b. pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan rnasyarakat; 
c. pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

Pasal 8 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

Pasal 9 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tuga$ melakukan 
penyiapan bahan penyusunan program, eval.Jasi dan lap-Jran, pengelolaan 
informasi dan hubungan masyarakat serta urusan keuangc.n. 

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata 
usaha, kepegawaian, kerumahtetnggaan dan perlen~kapan. 
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Pasal 10 

Bidang La~oratorium Klinlk dan Laboratorium Keseh~tan Masyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidang pemeriksaan 
laboratorium klinik, dan laboratori!Jm kesehatan masyarakat 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang 
Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan perencanaan, koordinasi dan evalu'3si pemeriksaan laboratorium 

klinik; 
b. penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi pemeriksaan laboratorium 

kesehatan masyarakat. 

If Pasal 12 

Bidang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari: 
a. Seksi l.aboratorium Klinik; 
b. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 

Pasal 13 

(1) Seksi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melakwkan penyiapan bahan 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi pelaksariaan pemeriksaan laboratorium 
klinik. 

(2) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat rrempuny_pi tugas melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dar. ·~valua~i pelaksanaan 
pameriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. 

Pasal 14 

·Bidang Pengendalian Mutu mempunyai tuga3 mela!<sanakan perencanaan, 
koordinasi dan evaluasi pemantapan mutu, pendidikan dan pelatihan, serta 
penelitian · dan pengembangan di bidang laboratorium k1inik, dan laboratorium 
kesehatan masyarakat. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks\Jd dalam Pasal 14, Bidang 
Pengendal!an Mutu menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana, koordinasi dan evaluasi kegiatan pemantapan mutu 

internal dan eksternal di bidang laboratoriurn Klinik dan ke~ehatan ma~yarakat ; 
b. penyusumm rencana, koordinasi evaluas1 kegia~an pendidil<an dan pelcitihan, 

serta penelitian dan pengembangan di bidang laboratori~m kl·nik dan 
· kesehatan masyaraka~: 

c. pelaks::.maan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratc.irium kesehatan. 
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Pasal16 

Bidang Pengendalian Mutu terdiri ·dari: 
a. Seksi Pemantapan Mutu. 

.I 

b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pen~embangan. 

Pasaf 17 

. ..• ,.d.,.. ... ......,, ___ .... ~~ 

(1) Seksl Pemantapan Mutu mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan 
perP,ncanaln, l~oordlnasi dan evaluasi pelaksanaan pemantapan mutu internal 
dan eksternal di bidang laboratorium klinik dan laboratonum kesetiatan 
ma$)'aral<at. 

(2) Sek$i Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dtan Fengembangar. mempunyai 
tugas melakukan penyiapan ba.han perencanann. koorainasi dan evaluasi 
kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan jejaring kerja d°an kemitraan 
serta penelitian dan pengembangan di b:dang labcratorium klinik dan 

If 
kesehatan masyarakat. 

BAB Ill 
INSTALASI 

Pasal 18 

(1) lnstalasi adalah unit pelayanan n·on strul<tural yang menyediakan fasilitas dan 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan. per.didik<tn dan pP.nelitian dibidang 
laboratorium kesehatan; 

(2) lnstalasi dipimpin oleh seorang Kepala. da'a:n jabatan non struktural yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Labkes 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Labkes; 

(3) Kepala lnstalasi mempunyai tugas mengkoordin.;asikan dan bertanggung jawab 
pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada lnst~lasi. 

.(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala lm;tal3si dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis lnstal~si ditetapkan oleh Kepala 
Balai Besar labkes ~etelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur 
Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesena:an. 

Pasal 19 

Di lingkungan Balai Besar Labkes dibentuk lnstnlasi sebagai° Unit Non Struktural 
yang terdiri daii: 
a. lnstalasi Mikrobiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan 

fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayar.an di bidang mikrobiologi; 
b. lnstalasi lmunologi adalah unit pelayanan non struktural yang mer.yediakan 

fasilitas dan menyelenggarakan kegi~tan pelayar.a"l di bidang imunologi; 
c. lnstalasi Virologi adalah unit pelayanan non strnktural yang menyediakan 

fasilites dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang virolcgy; 
d. lnstalasi Pakilogi Klinik adalatf unit pelayan~n non struktura' yang menyediakan 

fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan p~ayanan di bidang pato!ogi klinik; 

5 
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e. lnstalasi Kimia Kesehatan dan Toksikologi adalah unit pelay;man non struktural 
yang m~=nyediakan fasilitas dan menyelenggc.rakan kegiatan pelayanan di 
bidang kimia kesehatan dan toksikologi; · 

f. lnstalasi Media dan Reagensia adalah unit µelayanar; r.011 struktura1 yang 
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang 
media dan reagensia; 

g. lnstalasi Pemeliharaan Sarana Labo~atoriurr. Kesehatan adzlah unit pelayanan 
non struktural yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pemeliharaan 
sa~na laboratorium kesehatan. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 20 
If 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tuga~ melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal 21 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang 
terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesctai dengan bidang 
keahliannya. 

{2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
berada di lingkungan unit kerja Balai Bcsar Labkes sesuai dengan 
kompetensinya. 

\3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional ser!ior yang ditunjuk 
oleh Kepala Balai Besar Labkes. 

(4) Jumlah tenag'l fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan 1<ebutuhan ~an beban kerja. 

{5) Jenis dan jer.jang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

.. BABV 
TATA KERJ~ 

Pasal 22 

Oalam melaksanakan tugas Kepala Bala! Besar Labkes, Kepala Bagian/Bidang, 
Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala lnstalasi wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalcim lingkungat1 masing-masing 
maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar Labkes sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

6 
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Pasal 23 
~ 

Setiap pimpincin satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Labkes wajib 
mengawasi bawahan masing-masing dan blla terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperfukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. · 

P111I 24 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bal&i Besar Labkes bertariggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan mas:ng-rr.asing dan 
memben"kan bimbingan serta petunjuk pe!aksanaan tuaas bawahan. 

Pasal 25 

Setiap pimpina~ satuan organisasi wajib mengikuti dan memaluhi patunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing ~erta menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 26 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan crganisasi dari bawahan wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai p~nyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 27 
• 

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala lnstalasi wajib 
men'yampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing. 

Pasal 28 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
disampaikan pt1la kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
rriempunyai hubungan kerja. 

Pasal 29 
' I 

Dalam mela:<sanakan tugas setiap pimpinan satuan crganisasi dibantu oleh kepala 
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahan masing-ma&ing wajib mengadakan rapat berkala . 

BABVI 
LO KASI 

Pasal 30 

(1) Sejak berlakunya keputusan ini di lingkungan Departemen Kesehatan 
terdapat 4 (empat) Balai Besar Labkes. 

7 
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(2) Balai Basar Labkes di lingkungan Dep~rtemen Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang mencakup nama, tempat kedudukan dan 
lingkup wilayah bimbingan teknis terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini. 

BAB VII 
ES ELON 

Pasal 31 

Eselon Balai Besar Labkes terdiri dari: 
a. Kepala Balai Besar Labkes adalah jabatan struktural eselon 11.b; 
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon 111.b; 
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENIJTUP 

Pasal 32 

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut psraturan .ini ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari 
Menteri yang bertanggung jawab di bi$1ang Penda~agunaan Aparatur Negara. 

Pasar 33 

Dengan berlakun}1a Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
indonesia Nomcr 1063/Menkes/SK/JX/2004 tentang Organisasi can Tata Kerja 
Unit Pelaks2no Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan di'lyatakan tidak 
berfaku. 

Pasal 34 

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut denga1 Peraturan Menteri 
Kesehatan. · 

Pasal 35 

Peraturan ir.i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

8 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Juli 2006 

' . . 
Dr. dr.'Siti Fadi :ah Supa,·i, Sp.JP(K) ' 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
NOMOR : 558/Menkes/PerNll/2006 
TANGGAL : 31Juli2006 

STRUKTUR ORGANISAS! 
BALAI BESAR LABORATORIUM KESE:HATAf'.4 
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Dr. dr. Stti ·Fadilah Supari, Sp.JP (K) 
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LAMPIRAN II 
PERATUR.AN MENTER! KESEHATAN 
NOMOR 558/Menkes/Per,Vlli2006 
TANGGAL 31 Juli 2006 

DAFTAR BALAI BESAR. LABORATORIUM KESEhATAN 

~ 

NO. NAMA TEMPAT WILAYAH '<ETERANGAN KEOUOUKAN BIMBINGAN T:KNIS 

1 Balai Besar Surabaya Jawa Timur, uitetapkan menjadi Balai 
Laboratorium Kalimantan Timl:r, Besar Labkes dengan 
Ke~ehatan. Surabaya Kalimantan Tengah. KepmenKes Nomor 

Kafimantan Scla!a1. 1003/Mtnkes/SKllX/2004 
Baff. Tanggai 24 September 

,, Nusa Tenggara 8arat, dar. 2004. 
Nun T anggara Ti,.,ur. 

2 Balai Be$ar Palembang Sumatera SelatJn. Oit9tapkan menjadi Balai 
Laboratorium lampung, Sesar Labkes dengan 
Kesehatan, Nanggroe Aceh Kepmenkes Nomor 
Palembang Darussalam, 1-063/Menkes/SKllX/2004 

Sumatera Utara. Tanggal 24 September 
Sumatera Sarat. 2004. 

·Riau, 
Jam bi, 
Bengkulu, dan 
Bangka Belitung 

• 
3 Balai Laboratorium Jakarta OKI Jakarti, Peningkatan dari Balai 

Kesehatan, Jakarta Banten, Labkes menjadi Balai 
Jawa Barat. Besar Labkes. 
Jawa Tengah. 
D I Jogyakarta. don 
Kafimantan Barat. 

4 Balai laboratorium Makassar Sulawesi Selatan, Peningkatan dari Balai 
Kesehat~n. Makassar Sulawesi Utara. Labkes menjadi Balai 

' Gorontalo. Besar Labkes. 
Sulawesi Tengah. 

' Sulawesi Tenggara. 
Sulawesi Baral 
Maluku, 
Mal1Jku Utara, 
Papua,dan 

I .. Papua 8¥11 
' • 

MENT~ESEHATAN, . - < ::., 
·., ~ 

·. .. 

Dr. dr. Siti F~dirah Supari, Sp.JP(K) .- ·. 
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